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ABSTRAK

Muhammad Irfan, (B11107658), dengan judul “Tinjauan Kriminologis
Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang
Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri” (Studi Kasus di Kabupaten Maros
Tahun 2007 — 2010), di bawah bimbingan Bapak A.S. Alam sebagai
Pembimbing | dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor — faktor penyebab
terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh
suami terhadap istri di Kabupaten Maros serta bagaimana upaya — upaya
yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan kekerasan
dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di
Kabupaten Maros.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros tepatnya di Polres
Maros dan Pengadilan Negeri Maros. Pengumpulan data dilaksanakan
dengan teknik penelitian sebagai lokasi kepustakaan dan penelitian
lapangan sehingga diperoleh berupa data primer yaitu hasil wawancara
dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dan data
sekunder berupa dokumen dan buku-buku serta laporan hasil penelitian
yang mempunyai hubungan erat dengan Kejahatan Kekerasan dalam
Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. Dari seluruh
data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif
yang menjelaskan faktor-faktor penyebab dan upaya untuk
menanggulangi Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Yang Dilakukan Oleh
Suami Terhadap Istri Di Kabupaten Maros

Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bahwa yang menjadi faktor
utama.penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga
yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adalah: Faktor Internal, yaitu
berkaitan dengan keperibadian (temperamen) dari pelaku kekerasan yang
menyebabkan ia mudah sekali melakukan kejahatan bila menghadapi
situasi yang menimbulkan kemarahan yang tidak terkendali, seperti
:Kurangnya komunikasi dan kecemburuan yang berlebihan. Dan Faktor
Eksternal, yaitu berkaitan dengan sisi luar diri si pelaku kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), yaitu: faktor pendidikan dan faktor ekonomi,
sedangakan upaya penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri di Kabupaten Maros,
yaitu melalui upaya preemtif (pembentukan moral sejak dini), upaya
preventif (sosialisasi peraturan perundang — undangan), dan upaya
represif dalam bentuk penindakan bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman,
tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah
tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang
dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban
harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan
dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga (Penjelasan Umum
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat
tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama
kadar kualitas prilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup
rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas
dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat
terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan
atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah

tangga tersebut.
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Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku
kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib
melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai
dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk
kekerasan,terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran
hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta
bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta
perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan.”

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan
secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada

kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang

memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.
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Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan terus mengalami
peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh
lapisan masyarakat untuk menanggulanginya. Akan tetapi tampaknya
pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang
telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat
bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh
laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adanya
strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan
atau ketidakadilan jender. Ketimpangan jender adalah perbedaan peran
dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang
menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak
istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan
sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-
mena, termasuk dengan cara kekerasan. Pandangan masyarakat seperti
ini telah menghapus hak-hak dari perempuan baik dalam rumah tangga
maupun lingkungan yang sejatinya ada.

Terdapat berbagai contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga
sebagaimana digambarkan di atas tadi. Salah satunya yang terjadi di

Palembang adalah sebagai berikut (www.palembang.tribunews.com,

diakses pada tanggal 6 Oktober 2011) :

“‘Aprianto alias Apo (27) harus meringkuk di sel tahanan Polsek
Sukarami Palembang. Pasalnya, ia telah menganiaya istrinya, Desi
Ahong (20) hingga mengalami luka di pelipisnya, Jumat(21/1) sekitar
pukul 19.00. Pria yang tinggal di Jl. Karya Baru No. 405 Kelurahan
Karya Baru ini memakai kursi ketika menganiaya istrinya. Menurut
pengakuannya saat ditanyai, ia tidak tega melihat anaknya yang
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dikuasai istrinya itu. Desi selalu memukul anaknya saat ia marah-
marah dan pada saat itu ia melihat Desi sedang memukul anaknya.
Merasa kasihan dan tidak terima dengan perlakuan istrinya itu, ia
langsung mengambil sebuah kursi dan memukulnya. "Aku dak tega
liat anak aku dipukul sama bini aku,” ujar sopir truk saat ditanyai.
Akibat dari hantaman kursi, Desi menderita luka di bagian kepala,
tepatnya di pelipis kanannya. Istri tidak terima, keesokan harinya ia
mengadukan suaminya ke Polsek Sukarami.”

Kasus serupa juga marak terjadi di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia yakni Jakarta, sebagaimana dilansir oleh Majalah Tempo

(www.tempointeraktif.com, diakses pada tanggal 6 Oktober 2011) :

“TEMPO Interaktif, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)
dalam rilisnya kemarin,menyebutkan ada 83 kasus kekerasan
dalam rumah tangga selama empat bulan pertama 2007 di
wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar kasus ini
merupakan kekerasan suami terhadap istri. LBH APIK
mencatat para korban perempuan itu antara lain mengalami
kekerasan fisik, psikis, ekonomi, (tidak dinafkahi, diperas),
seksual, atau bahkan kombinasi di antaranya. Perkara
tersebut berakhir antara lain dengan perceraian (30), pidana
(9), mediasi (6), dan konsultasi pernikahan (38). Ketua LBH
APIK, Estu Rakhim Fanani menilai bahwa dari pendampingan
kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang
ditanganininya, aparat penegak hukum belum menerapkan
sacara benar Undang-Undang No0.23 tahun 2004 tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).
"Terbukti tentang kasus ibu Arn, 22 tahun,” ujarnya memberi
contoh. Dalam kasus tersebut, korban yang merupakan istri
dari seorang anggota polisii, MTR, mengaku dianiaya
suaminya dengan cara dijambak dan ditampar berulang kali
pada 1 Januari 2007. Tapi MTR malah melaporkan Arn ke
POLRES hukum,” kata Estu. Selain itu, pihak LBH APIK
meminta DPR dan Pemerintah mengawasi penerapan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 itu secara berkala
terhadap kasus-kasus di lapangan.”

Lebih lanjut, masalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

ini menjadi prioritas utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ini
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dibuktikan oleh komentar Menteri pemberdayaan perempuan yang

menyatakan (www.palembang.tribunews.com, diakses pada tanggal 6

Oktober 2011) :

"Kasus KDRT di Indonesia masih tinggi dan perlu peran serta
seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata
dalam menghapus KDRT,” kata Linda Amalia Sari Gumelar usai
membuka seminar Hari Perempuan Internasional di Ancol, Jakarta.
Menteri membuka seminar tersebut sekaligus meluncurkan buku
bertajuk “Bagaimana Mencegah Tindak KDRT” yang diluncurkan
oleh konsultan gender Kementerian Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Sementara itu, Linda menjelaskan bahwa
penghapusan KDRT memerlukan perhatian khusus dari semua
kalangan. “Kekerasan yang dimaksud bukan hanya kekerasan
secara fisik, tetapi juga kesengsaraan yang timbul secara psikologis,
seksual, ekonomi dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga,
katanya. KDRT menurut Linda bertentangan dengan HAM dan
prinsip keharmonisan dalam rumah tangga yang mengusung
kesetaraan gender. "KDRT telah menimbulkan banyak kerugian
dalam keluarga dan menunjukan kegagalan dalam melindungi kaum
perempuan atau anak perempuan sebagai korban terbanyak dimana
pelakunya adalah suami atau laki-laki di dalam rumah tangga
mereka sendiri, katanya”. Meskipun di Indonesia penghapusan
KDRT telah dikukuhkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun
2004 namun masih banyak kasus KDRT yang bergulir sebagaimana
kasus fenomena yang terselubung. Linda menjelaskan, upaya
pemerintah menghapus tindak KDRT tidaklah mudah karena
berhadapan dengan akar budaya tradisional patriarki yang
membawa dampak kepada marginalisasi.”

Penelitian ini difokuskan pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam kehidupan
berkeluarga. Di sini peneliti ingin mengungkap lebih dalam faktor-faktor
yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga khususnya
terhadap istri. Mengingat luasnya kontek kekerasan terhadap perempuan,

dalam tulisan ini dibatasi hanya kekerasan terhadap perempuan dalam
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rumah tangga yang kedudukannya sebagai istri. Peneliti merumuskan
permasalahan dalam penelitian ini dengan judul sebagai berikut

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi kasus di

Kabupaten Maros 2007-2010)”.

B. Rumusan Masalah
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan
kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami
terhadap istri di Kabupaten Maros ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi
kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh

suami terhadap istri di Kabupaten Maros.

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan
kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami
terhadap istri di Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dan yang
seharusnya dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan
dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di

Kabupaten Maros..
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D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Diharapkan adanya terobosan hukum mengenai perlindungan
terhadap korban dalam segala aspek sehingga secara langsung
atau tidak langsung dapat pula diharapkan suatu pola baru dalam
menegakkan undang-undang secara khusus terhadap kejahatan
kekerasan dalam rumah tangga

2. Sebagai bahan referensi dalam memperkaya wahana
kepustakaan di bidang hukum pidana khususnya dan ilmu

pengetahuan hukum pada umumnya.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi
1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab
kejahatan, dengan maksud agar diberikan pengobatan secara tetap di
dalam mengatasi kejahatan di masa yang akan datang dan minimal dapat
berkurang. Kriminologi termasuk dalam disiplin analistis yaitu ilmu yang
mempelajari tentang gejala yang terjadi di tengah masyarakat. Jika dilihat
dari perspektif tersebut, maka kriminologi justru berlawanan dengan
hukum pidana. Kriminologi adalah ilmu tentang bagaimana senyatanya
kejahatan di tengah masyarakat sedangkan hukum pidana justru
mempelajari bagaimana seharusnya masyarakat bersikap menghadapi
kejahatan (Effendi Erdianto, 2011: 236-237).

Lebih lanjut, kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama Kali
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi
Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka

kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.
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Beberapa sarjana terkemuka memberikan defenisi kriminologi

sebagai berikut :

Edwin H. Sutherland (A.S. Alam 2010:1-2) menyatakan bahwa:

Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and
crimes as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan
sebagai gejala sosial).

W.A. Bonger (A.S. Alam 2010:2) menjelaskan bahwa:
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki
gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

J. Constant (A.S. Alam 2010:2) mendefinisikan:

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan
faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan
dan penjahat.

WME. Noach (A.S. Alam 2010:2) menjelaskan bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala
kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab
serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka

dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu

pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan,serta faktor-faktor yang

mempengaruhi kejahatan dan reaksi/upaya-upaya penanggulangannya.

2.

Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan

kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making
laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana

(process of making laws) meliputi :
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a. Definisi kejahatan;

b. Unsur-unsur kejahatan;

c. Relativitas pengertian kejahatan;

d. Penggolongan kejahatan;

e. Statistik kejahatan.

. Etiologi kriminal, yang membaha teori-teori yang menyebabkan

terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sementara yang dibahas

dalam etiologi kriminal (breaking of laws) meliputi :

a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;

b. Teori-teori kriminologi;

c. Berbagai perspektif kriminologi.

. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the

breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan

kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga

reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya

pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang

dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap

pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking laws)

meliputi :

a. Teori-teori penghukuman,;

b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan

rehabilitatif.
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Berdasarkan dari uraian diatas, sangat jelas bahwa kriminologi itu
adalah mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam
peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering
disebut penjahat, dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi

masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

B. Pengertian Kejahatan

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah
tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat
merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pemerasan, pencurian,
penadahan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia.
Sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1978:1)

Kejahatan adalah delik hukum (Rechts delicten) yaitu perbuatan-
perbuatan yang meskipun yang tidak ditentukan dalam undang-undang
sebagai peristiwva pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana
yang telah diatur dalam Buku kesatu KUHP yang dinyatakan di dalamnya
sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E Sahetapy (1989:11)
kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah
setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik
untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh

Negara.
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Menurut A. S. Alam (2010:16-17) defenisi kejahatan dapat dilihat
dari dua sudut pandang, yaitu:
1. Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah
laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya
suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam
perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai
perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini
adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan. Dilihat dari
definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan
karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam
perundang-undangan pidana  Indonesia. Sesungguhnya
perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang
agama, adat istiadat, kesusilaan, dan Ilain-lainnya, namun
perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum,
karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

2. Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological
point of view).
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap
perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di
dalam masyarakat: Contoh di dalam hal ini adalah: bila seorang
muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu
merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat
Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.
Van Bemmelen (Roeslan Saleh 1983 : 17) merumuskan kejahatan:
Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu
banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga
masyarakat itu berhak untuk mencela dan menyatakan

penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan
sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Frank Tannembaum (J.E Sahetapy, 1979:11) menyatakan, crime is
eternal as society, artinya dimana ada manusia disana pasti ada
kejahatan. Lebih lanjut pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian

dibawah ini sebagai berikut:
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a.

Pengertian dari sudut pandang hukum.

Secara hukum, kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah
tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat
merasakannya bahwa perbuatan itu adalah jahat, seperti
pencurian, penadahan, dan lain-lain yang dilakukan manusia.
Menurut A. S. Alam (2002:310), menyebutkan pengertian
kejahatan dari sudut pandang hukum adalah suatu perbuatan itu
telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan atau satu
aturan pidana.

Pengertian dari sudut pandang sosiologi.

Sosiolog berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena
kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang
menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap
kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua
kesimpulan, yaitu pertama terdapat hubungan antara variasi
angka dengan variasi organisai sosial dimana kejahatan tersebut
terjadi. Oleh karena itu, angka kejahatan dalam masyarakat,
golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial
mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-
proses. Misalnya gerakan sosial, persaingan serta pertentangan
kebudayaan, sosiologi politik, agama, ekonomi dan seterusnya.
Kedua, para sosiolog berusaha untuk menentukan proses-

proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis
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ini bersifat sosial psikologis. Beberapa ahli menekankan pada
beberapa bentuk proses seperti imitasi, konsepsi, pelaksanaan
peranan sosial, asosiasi differensial, konpensasi, identifikasi,
konsepsi diri pribadi dan kekecewaan yang agresif sebagai

proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat.

Untuk lebih mengetahui pengertian kejahatan dapat dilihat dari

beberapa pakar:

R. Soesilo (1985:19) mengemukakan pengertian kejahatan
sebagai berikut:
Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merumuskan kejahatan
hukum, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum
positif yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat, terlepas dari
pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana.
Gerson W. Bawengan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan
2001:27) membagi tiga pengertian kejahatan  menurut
penggunaannya masing-masing, yaitu :
a. Pengertian secara praktis
Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang
merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan,
kebiasaan, kesusilaan dan norma-norma yang berasal dari adat
istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun
pengecualian.
b. Pengertian secara religius
Kejahatan dalam arti religious ini mengidentifikasikan arti

kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan
hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
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C.

Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat
misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah
setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari
buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita
dapat menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer,
fiskal, ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu
perbuatan sebagai kejahatan.

A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono (Abdul Wahid dan

Muhammad Irfan 2001:28) yang memberikan penjelasan

mengenai kejahatan sebagai berikut:

a.

Segi Sosiologi

Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat
dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya
terletak pada perbuatan moral yang dipandang secara objektif,
yaitu jika dari sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan.
Segi Psikologi

Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap
pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-
norma yang berlaku di masyarakat.

Segi Yuridis

Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana.
Jadi semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan

ketentuan hukum pidana secara definite dinyatakan sebagai

perbuatan kejahatan.

Menurut Hari Saheroji (Abdul wahid dan Muhammad Irfan

2001:28) kejahatan diartikan sebagai berikut:

a.

b.

Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-
Undang pada suatu waktu tertentu.
Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
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c. Yang perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu
perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta
menggangu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum
oleh Negara.

Beberapa defenisi kejahatan diatas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa unsur-unsur dari kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja, perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang

menimbulkan kejengkelan pada orang lain (masyarakat).

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan
merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 1 Deklarasi
Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993, mencantumkan :
“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik,
seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu,
pemaksaan,perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang,
baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”
1. Bentuk dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Bentuk dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Lingkup Rumah
Tangga meliputi
(1) Suami, istri dan anak;
(2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang

dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan,

persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
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(3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap

dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam lingkup

rumah tangga yaitu :

1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,

jatuh sakit, atau luka berat.

a)

b)

Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti

menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan

atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat

mengakibatkan:

e Cedera berat;

e Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari;

e Pingsan;

e Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit
disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati;

e Kerusakan salah satu panca indera;

e Menderita cacat atau lumpuh;

e Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;

e Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

e Kematian korban.

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak,

mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

e Cederaringan;
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e Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori

berat;

e Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat

dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis
berat pada seseorang.

a) Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian,
manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan
penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan
isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan
atau menghina, kekerasan dan atau ancaman kekerasan
fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa
mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu
atau beberapa hal berikut:

e Gangguan tidur atau gangguan makan sehingga
mengakibatkan  ketergantungan obat atau disfungsi
seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan
atau menahun;

e Gangguan stress pasca trauma;

e Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh

atau buta tanpa indikasi medis);
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e Depresi berat atau destruksi diri gangguan jiwa dalam
bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti
skizofrenia dan/atau bentuk psikotik lainnya;

e  Bunuh diri.

b) Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian,
manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan
penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan
isolasi sosial. Tindakan dan/atau ucapan yang merendahkan
atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik,
seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa
mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satu

atau beberapa hal di bawah ini :

Ketakutan dan perasaan terteror;

e Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak;

e Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi
seksual;

e Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala,

gangguan pencernaan tanpa indikasi medis);

Fobia atau depresi temporer.
3) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa
pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual

dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan
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hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial

dan/atau tujuan tertentu.

a) Kekerasan Seksual Berat, berupa :

b)

Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba,
menyentuh organ seksual, mencium secara paksa,
merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa
muak, jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan;
Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban
atau pada saat korban tidak menghendaki;

Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak
disukai, merendahkan dan/atau menyakitkan;
Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk
tujuan pelacuran dan/atau tujuan tertentu;

Terjadinya  hubungan  seksual dimana  pelaku
memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang
seharusnya dilindungi;

Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau
tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau

cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual
secara verbal dan non verbal. Secara verbal, seperti
komentar atau gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan.

Sementara, secara non verbal, seperti ekspresi wajah,
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gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta
perbuatan seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat
melecehkan dan/atau menghina korban.

c) Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat
dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4) Penelantaran rumah tangga meliputi dua tindakan, yaitu :

(@) Orang yang mempunyai kewajiban secara hukum atau
karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam
lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan
kewajibannya tersebut;

(b) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja
yang layak di dalam dan di luar rumah sehingga korban

berada dibawah kendali orang tersebut.

2. Pendamping Korban

Untuk menyelengarakan pelayanan dan perlindungan terhadap
korban KDRT, pemerintah, masyarakat atau lembaga sosial dapat bekerja
sama dalam mendampingi korban. Kepolisian wajib memberikan
keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat
pelayanan dan pendampingan.

Pendampingan korban dapat dilakukan oleh relawan pendamping,

advokat, pekerja sosial, tenaga kesehatan, pembimbing rohani, dalam
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setiap proses pemeriksaan di kepolisian sampai dengan proses

persidangan. Mengenai kewajiban dari pendamping korban kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT ) dapat dilihat di dalam Pasal 21 sampai

dengan Pasal 25 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (PKDRT).

3. Pelaporan KDRT

(1)

(2)

3)

(4)

Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam
rumah tangga kepada kepolisian (ruang pelayanan khusus di
kantor kepolisian), baik di tempat korban berada maupun di
tempat kejadian perkara;

Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang
lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada
pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di
tempat kejadian perkara;

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat
dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang
bersangkutan;

Korban atau keluarga korban dapat juga meminta bantuan dari
relawan pendamping (lembaga swadaya masyarakat yang
bergerak dalam bidang perempuan dan anak), advokat, pekerja

sosial, untuk mendampingi korban melaporkan ke kepolisian.
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4. Perlindungan Korban KDRT

Setelah pelaporan dilaksanakan, dalam jangka waktu 1x24 jam,
kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban paling
lama tujuh hari dan wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan
dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara ini korban
dapat didampingi oleh tenga kesehatan, pekerja sosial, relawan
pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan (LSM
Perempuan), advokat dan/atau pembimbing rohani.

Cara pengajuan permohonan surat penetapan perintah perlindungan

adalah sebagai berikut :

(1) Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan
dapat diajukan secara tertulis oleh korban atau keluarga
korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau
pembimbing rohani kepada ketua pengadilan di wilayah
kejadian berlangsung. Dalam keadaan tertentu, misalnya,
korban pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya
permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

(2) Permohonan dapat diajukan secara lisan. Panitera pengadilan
negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

(3) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam jangka waktu
paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan
pengadilan. Permohonan perpanjangan ini diajukan tujuh hari

sebelum berakhir masa berlakunya.
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5. Prosedur Hukum

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan
dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,
kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam proses ini korban hanya
berhubungan dengan penyidik (polisi) pada saat proses Berita Acara
Pemeriksaan (BAP), serta berhubungan dengan jaksa dan hakim pada
saat pemeriksaan di pengadilan. Bahwa yang diperiksa pertama Kkali
dalam proses persidangan adalah saksi korban KDRT dan untuk
selanjutnya korban tidak diwajibkan untuk hadir di dalam persidangan.

Sebaiknya keluarga korban atau pendamping korban dapat hadir
dalam setiap persidangan untuk memantau proses persidangan yang
terjadi agar hakim, dalam memutus perkara, memperhatikan hak—hak
korban. Dalam mempersiapkan korban menghadapi proses persidangan
di pengadilan, korban atau keluarga korban dapat meminta bantuan
kepada psikolog dan atau lembaga bantuan hukum/lembaga swadaya
masyarakat yang khusus menangani kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan pada
bukti-bukti yang ada di dalam proses persidangan. Dalam Pasal 55
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(PKDRT) ditentukan:

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi

korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah,
apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.”
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Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan alat bukti
sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami
istri adalah pengakuan terdakwa. Artinya, dengan keterangan korban
KDRT dan pengakuan terdakwa, maka kasus ini dapat diajukan sampai ke
pengadilan. Selain keterangan terdakwa, alat bukti sah lainnya adalah
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.

Kendati demikian, dalam praktik yang terjadi di masyarakat, KDRT
dinilai sebagai urusan rumah tangga atau urusan pribadi antara suami dan
istri sehingga masyarakat takut untuk ikut campur di dalam menyelesaikan
masalah ini. Akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh lingkungan atau
masyarakat tempat korban KDRT tinggal, menyebabkan perempuan luka-
luka, cacat, bahkan meninggal akibat tindak kekerasan yang dilakukan
oleh suami.

Dengan berlakunya UU PKDRT maka masyarakat tidak perlu
khawatir atau takut untuk menolong korban KDRT karena Pasal 1 UU
PKDRT mengatur kewajiban masyarakat yang mendengar, melihat, atau
mengetahui kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-
upaya sesuai dengn batas kemampuannya untuk:

a) Mencegah berlangsungnya tindak pidana;

b) Memberikan perlindungan kepada korban;

c) Memberikan pertolongan darurat;

d) Membantu proses pengajuan penetapan perlindungan.
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Perempuan korban KDRT sangat jarang melaporkan suaminya ke
polisi dengan berbagai alasan. Pertama, perempuan korban KDRT
memiliki ketergantungan secara ekonomi dengan suami atau dengan kata
lain tidak bekerja, sehingga apabila suami masuk penjara maka tidak ada
lagi yang dapat membiayai kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak-
anaknya. Kedua, perempuan korban KDRT lebih mempertimbangkan
status di masyarakat karena adanya tanggapan negatif dari masyarakat
terhadap perempuan yang berstatus janda dan juga perempuan korban
KDRT menjaga perasaan anak-anaknya karena biar bagaimanapun
suaminya adalah ayah dari anak-anaknya.

Pada umumnya tindak pidana dalam Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah delik umum kecuali di
ketentuan di dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) vyaitu
perbuatan kekerasan fisik/psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri
atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan
sehari-hari adalah delik aduan.

Bahwa yang dimaksud delik aduan adalah korban KDRT yang harus
melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan
fisik/psikis terhadap istri atau sebaliknya. Tanpa adanya laporan, pihak
kepolisian tidak dapat memproses tindak pidana ini. Akibat dari delik
aduan ini, korban dapat sewaktu-waktu dapat mencabut laporan di

kepolisian. Ketentuan ini dapat mengakibatkan kasus-kasus KDRT tidak
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pernah selesai atau pelakunya tidak dihukum sesuai dengan

perbuatannya.

D. Pengertian Suami Istri

Tidaklah mudah untuk membentuk keluarga yang damai, aman,
bahagia, dan sejahtera. Diperlukan pengorbanan serta tanggungjawab
dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dalam keluarga.
Rasa cinta, hormat, setia, saling menghargai dan lain sebagainya
merupakan hal wajib yang perlu dibina baik suami maupun istri. Dengan
mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri yang baik
diharapkan dapat mempermudah kehidupan keluarga berdasarkan ajaran
agama dan hukum yang berlaku.

Berikut ini dijelaskan definisi suami dan defenisi istri adalah :

e Definisi suami adalah salah seorang pelaku pernikahan yang
berjenis kelamin pria. Seorang pria biasanya menikah dengan
seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum
diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya
sebagai seorang istri. Dalam berbagai agama biasanya seorang
pria hanya boleh menikah dengan satu wanita

(http://id.wikipedia.org/wiki/suami, diakses pada tanggal 13 Oktober
2011), sedangkan;

e Definisi istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang
berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan
seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan
statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang
suami. Dalam berbagai agama biasanya seorang wanita hanya
boleh menikah dengan satu pria. Dalam budaya tertentu
pernikahan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan. Hal
ini dinamakan poligini. Sedangkan pernikahan seorang wanita

dengan banyak pria disebut poliandri
(http://id.wikipedia.org/wiki/istri, diakses pada tanggal 13 Oktober
2011).
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Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para
anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan
lahir batin diantara keduanya. Menurut Pasal 33 Undang-Undang
Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa:

"Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-

mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin

yang satu kepada yang lain”.

Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga
menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak
kekerasan.

Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban pasangan suami istri

yang baik (http://organisasi.org/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-

keluarga-rumah-tangga-demi-kebahagiaan-lahir-batin,  diakses  pada

tanggal 13 Oktober 2011 ) :
1. Kewajiban Suami

¢ Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang,
pangan dan papan;

e Membantu peran istri dalam mengurus anak;

e Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga
dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan
kesejahteraan keluarga;

e Siaga / Siap antar jaga ketika istri sedang mengandung /
hamil;

e Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak
sewenang-wenang;

e Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai

ajaran agama agar tidak menderita lahir dan batin.
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. Hak Suami

Istri melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai ajaran
agama seperti mendidik anak, menjalankan urusan rumah
tangga, dan sebagainya,;

Mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri;

Menjadi kepala keluarga dalam memimpin keluarga.

. Kewajiban Istri

Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh
tanggung jawab;

Menghormati serta mentaati suami dalam batasan wajar;
Menjaga kehormatan keluarga;

Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah suami)
untuk mencukupi kebutuhan keluarga,;

Mengatur dan mengurusi rumah tangga keluarga demi

kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

. Hak Istri

Mendapatkan nafkah batin dan nafkah lahir dari suami;
Menerima maskawin dari suami ketika menikabh;

Diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian suami agar
terhindar dari hal-hal buruk.

. Kewajiban Suami dan Istri

Saling mencintai, menghormati, setia dan saling bantu lahir
dan batin satu sama lain;

Memiliki tempat tinggal tetap yang ditentukan kedua belah
pihak;
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Menegakkan rumah tangga;

Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan problema
rumah tangga tanpa emosi;

Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dengan
ikhlas;

Menghormati keluarga dari kedua belah pihak baik yang tua
maupun yang muda;

Saling setia dan pengertian;

Tidak menyebarkan rahasia / aib keluarga.

6. Hak Suami dan Istri

Mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan
seimbang dalam keluarga dan masyarakat;

Berhak melakukan perbuatan hukum;

Berhak diakui sebagai suami istri dan telah menikah jika
menikah dengan sah sesuai hukum yang berlaku;

Berhak memiliki keturunan langsung / anak kandung dari
hubungan suami istri;

Berhak membentuk keluarga dan mengurus kartu keluarga
(KK).

E. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Sebab timbulnya suatu kejahatan menurut beberapa teori (Kartini

Kartono, 1994:25):

1. Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatris)

Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari

seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan, antara lain

faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi, dan

motifasi seseorang.
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2. Teori Biologis

Teori mengemukakan batasan tentang penyebab terjadinya
kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh
seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmaniah
seseorang. Dalam teori ini muncul dalil yang menyatakan bahwa
kecenderungan untuk berbuat jahat diturunkan oleh keluarga
dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini
adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang
berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan si pelaku

bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya itu.

3. Teori Sosiogenesis

Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari
seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi
oleh struktur social. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi
struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu di
tengah masyarakat, di tengah kelompoknya maupun terhadap

dirinya sendiri.

4. Teori Subkultur

Teori sangat ditentukan oleh faktor lingkungan.

Bonger, Sutherland, Von Mayr, dal lain-lain (Mazgab

Lingkungan), (Widiyanti, 1987:58) memandang faktor lingkungan

sebagai sebab kejahatan seperti:

a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya
kejahatan;

b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh;

c. Lingkungan ekonomi;

d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (differential

associatioan).
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Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang
merupakan sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari
lingkungan familiar, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh orang

tersebut.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut A.S. Alam (2010:79-80), penanggulangan kejahatan terdiri
atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak
pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan
secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi
kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang

meskipun ada kesempatan.

2. Preventif
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya
Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan

kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang ingin
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mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang
ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan

menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan.

3. Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana / kejahatan
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement ) dengan

menjatuhkan hukuman.
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